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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor   177/Pdt.G/2018/PA.Slw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara

perdata  pada  tingkat  pertama  telah  menjatuhkan  putusan  dalam  perkara

Permohonan Cerai talak antara:

PEMOHON,  umur  42  tahun tahun,  agama Islam,  pendidikan SD,  pekerjaan

Buruh,  bertempat  tinggal  di  xxxxx  Kabupaten  Tegal

selanjutnya disebut  Pemohon;

MELAWAN

TERMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan  Ibu

rumah  tangga,  bertempat  tinggal  di  xxxxx  Kabupaten

Banyumas  selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang,  bahwa Pemohon dengan surat  permohonannya tertanggal

08 Januari  2018 yang didaftarkan di  Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi

dengan Nomor Register  0177/Pdt.G/2018/PA.Slw.   tanggal  08 Januari  2018,

telah mengemukakan hal-hal sebagai  berikut: 

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal

12 Juli 2012 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Agama Kecamatan  xxxxx  Kabupaten  Banyumas  (Kutipan  Akta  Nikah

Nomor :  0438/41/VII/2012 tanggal 12 Juli 2012);
2. Bahwa  setelah  pernikahan  Pemohon  dengan  Termohon  hidup  bersama

dirumah  orang  tua  Termohon  selama  -/+  3  tahun  5  bulan  kemudian

pindah kerumah orang tua Pemohon di xxxxx Kabupaten Tegal selama -/

+ 1 bulan, telah bercampur (Ba’daddukhul), dan sudah dikaruniai 1 orang
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anak yaitu ANAK, umur 3 tahun dan sekarang anak tersebut ikut dengan

Termohon; 
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan

dengan tentram dan harmonis,  namun sejak  kurang  lebih  September

2012  rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai sering diwarnai

perselisihan  dan  pertengkaran  yang  disebabkan  karena  perselisihan

tempat tinggal bersama, dimana Termohon tidak betah tinggal bersama

dengan orang tua Pemohon, begitupun sebaliknya Pemohon juga tidak

betah tinggal bersama dengan orang tua Termohon;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon

terjadi pada bulan Januari 2016 dengan masalah sama tersebut diatas

yang  menyebabkan  Termohon  pergi  meninggalkan  Pemohon  dan

kembali  kerumah  orang  tua  sendiri  di  xxxxx  Kabupaten  Banyumas,

sampai sekarang sudah berjalan selama -/+ 2 tahun antara Pemohon

dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal dan sudah tidak pernah

kumpul bersama lagi ;
5. Bahwa  dikarenakan  adanya  perselisihan/pertengkaran  yang  terus  menerus

antara Pemohon dan Termohon, rumah tangga Pemohon dan Termohon

tidak  dapat  di  bina  dan  di  pertahankan  lagi,  sehingga  tujuan  dari

perkawinan yaitu  untuk mencapai  keluarga yang sakinah,  mawaddah,

warahmah tidak dapat diwujudkan;
6. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon

dan Termohon sebagaimana tersebut  diatas,  Pemohon tidak  sanggup

lagi  mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan Pemohon

siap  mengajukan  saksi-saksi   untuk  didengar  keterangannya  dimuka

sidang;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara

ini;

Bahwa berdasarkan peristiwa tersebut diatas, Pemohon mohon kepada

Ketua  Pengadilan  Agama  Slawi  C.q  Majlis  Hakim  yang  memeriksa  dan

mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR  ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
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2. Menetapkan memberi  ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan

talak  terhadap Termohon (TERMOHON);
3. membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang,  bahwa pada hari  sidang yang  telah  ditetapkan,  Pemohon

dan  Termohon  tidak  hadir  dan  tidak  pula  menyuruh  orang  lain  untuk  hadir

sebagai  wakil  atau  kuasanya,  meskipun berdasarkan relaas panggilan yang

dibacakan dalam persidangan,  Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara

sah  dan  patut,  sedang  tidak  ternyata  bahwa  ketidakhadiran  keduanya  itu

disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa  untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah

kiranya Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara perkara ini  yang untuk

selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini; 

TENTANG HUKUMNYA 

Menimbang,  bahwa maksud  dan  tujuan  permohonan  Pemohon adalah

sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Pemohon telah dua kali

dipanggil  secara  sah  dan  patut  tetapi  ternyata  tidak  hadir  dan  tidak  pula

menyuruh  orang  lain  untuk  hadir  sebagai  wakil  atau  kuasanya,  serta  tidak

ternyata bahwa ketidakhadirannya itu  disebabkan oleh suatu halangan yang

sah.  Oleh  karenanya  permohonan  Pemohon  harus  dinyatakan  gugur  (vide

pasal 124 HIR);

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  ini  termasuk  dalam  bidang

perkawinan,  maka  berdasarkan pasal  89  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  7

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,  yang diubah dengan Undang-undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50

Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 124 HIR; 

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur ; 
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2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini  sebesar

Rp 471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah  diputuskan  dalam rapat  permusyawaratan  Majelis  Hakim

Pengadilan  Agama  Slawi  pada  hari  Selasa  tanggal  13  Maret  2018  M.

bertepatan dengan tanggal 25 Jumadilakhir 1439 H., oleh Drs.H.SYAIFUDDIN

ZUHRY,  SH.MH,  sebagai  Ketua  Majelis,  Drs.  NURSIDIK,  M.H.  dan  Drs.

KHAERUDIN,  M.H.I.  sebagai  Hakim-Hakim  Anggota  putusan  tersebut

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua

Majelis  tersebut  dengan  dihadiri  oleh  Hakim  Anggota  dan  dibantu  oleh   H.

TOKHIDIN,  S.Ag.,  M.H  sebagai  Panitera  Pengganti  serta  dihadiri  oleh

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; 

      Ketua  Majelis

                                  Drs.H.SYAIFUDDIN ZUHRY, SH.MH

      Hakim  Anggota I          Hakim Anggota II

     Drs. NURSIDIK, M.H.         Drs. KHAERUDIN, M.H.I.
       

     Panitera Pengganti

H. TOKHIDIN, S.Ag., M.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran 30.000,-

2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara 50.000,-

3. Biaya Panggilan 0.000 ,-
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4. Redaksi 5.000,-

5. Meterai Putusan 6.000,-

    Jumlah 1.000,-
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